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WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2)

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badaﬁ, o
Layanan Umum Daerah, bahwa surplus anggaran Badan
Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas Badan Layanan Umum
Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangah sebagaimana dimaksud

pada huruf a, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum ‘
penggunaan surplus anggaran Badan Layanan Umum

Daerah, maka perlu adanya pengaturan lebihlanjut ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huurf b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Surplus
Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja «
Perangkat .Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; ‘
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
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17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

.Undang. - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243); ,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015
tentang Pernyataan Standar Akutansi Pemerintahan berbasis
Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan
badan Layanan Umum ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
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17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ;

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

19. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/
422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah
Mardi Waluyo Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUNAAN SURPLUS

ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH /
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

o s s

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Walikota adalah Walikota Blitar.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan

‘#




Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengeloaan Keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

11. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target
kinerja dan anggaran PPK-BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud Peraturan Walikota ini sebagai dasar hukum penggunaan suprlus
anggaran BLUD tahun sebelumnya sesuai dengan fleksibilitas dalam PPK-BLUD.

Pasal 3
Tujuan Peraturan Walikota ini untuk menjamin kepastian hukum penggunaan
- surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam

rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
SURPLUS DAN PENGGUNAANNYA
Bagian Kesatu
Surplus Anggaran BLUD
Pasal 4

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan
dan realisasi biaya berbasis akrual pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas pada satu tahun
anggaran.

(3) Suprlus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan
dalam rekening kas SKPD /UPTD yang menerapkan BLUD untuk dapat
digunakan langsung dalam tahun anggaran berikutnya.
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(1)

(3)

(1)

Bagian Kedua |
Prosedur Penggunaan Surplus
Pasal 5

SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD dapat menggunakan surplus
anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan
kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Walikota dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di
tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Walikota disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan
likuiditas SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD.
Laporan surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disertai dengan rincian rencana penggunaannya: sesuai kebutuhan dan jenis
belanjanya, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja
modal.

Pasal 6

Penggunaan surplus anggaran BLUD terlebih dahulu dianggarkan dalam
RBA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
dengan berpedoman PPK-BLUD.

Dalam hal penggunaan surplus anggaran BLUD yang belum dianggarkan
dalam RBA, SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengajukan
anggaran pada perubahan anggaran tahun berjalan.

Penggunaan surplus anggaran BLUD dilaporkan dalam bentuk Laporan Arus

Kas, Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7
Pimpinan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab atas
penggunaan surplus anggaran BLUD.
Mekanisme pelaksanaan surplus anggaran BLUD merupakan pengecualian
dari mekanisme pelaksanaan anggaran SKPD/UPTD yang tidak menerapkan
PPK-BLUD.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

Terhadap pelaksanaan pemantauan surplus anggaran BLUD, Inspektorat dan

f

BPKAD melakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.




D,

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus dalam membiayai

program dan kegiatan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR
Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006




	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

